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Pasal 5

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d disusun untuk S5 (lima) tahap dalam
periode tahun 2024-2044 meliputi:

a. tahap pertama tahun 2024,

b. tahap kedua tahun 2025-2029;

c. tahap ketiga tahun 2030-2034,

d. tahap keempat tahun 2035-2039; dan

e. tahap kelima tahun 2040-2044.

Rencana aksi tahap pertama tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Rencana aksi masing-masing tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e
ditetapkan oleh  Presiden berdasarkan rencana
pembangunan jangka menengah nasional, hasil evaluasi
tahunan, dan peninjauan kembali pada akhir tahap.

Pasal 6

RIDPN Danau Toba dijabarkan dalam bentuk:

a. rencana kerja kementerian/lembaga; dan

b. rencana kerja pemerintah daerah pada
DPN Danau Toba.

Pemerintah daerah pada DPN Danau Toba harus

melaksanakan RIDPN Danau Toba sesuai dengan

rencana kerja pemerintah daerah.

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada

DPN Danau Toba harus memelihara dan menjaga

fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun sesuai

dengan RIDPN Danau Toba.

Pasal 7

Pengelolaan DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf g dilakukan oleh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Pengelolaan DPN Danau Toba oleh kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional,
akuntabel, dan berkelanjutan dengan memperhatikan
kawasan lindung dan daya dukung atau daya tampung
kawasan wisata.

(3) Pengelolaan . . .
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Pengelolaan DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;

b. tata kelola lingkungan dan penanggulangan bencana;
dan

c. tata kelola sosial budaya.

Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Danau Toba

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan

Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan  RIDPN
Danau Toba dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam
6 (enam) bulan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Danau Toba
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Bupati/wali kota pada DPN Danau Toba melaporkan
pelaksanaan RIDPN Danau Toba kepada
Gubernur Sumatera Utara berdasarkan hasil pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Danau Toba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Gubernur Sumatera Utara dan menteri/pimpinan
lembaga terkait melaporkan pelaksanaan
RIDPN Danau Toba kepada Menteri berdasarkan
hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Menteri . . .



SK No 226606 A

(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6 -

Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Danau Toba
kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisataan
berdasarkan hasil laporan Gubernur Sumatera Utara dan
menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pelaporan pelaksanaan RIDPN Danau Toba dilakukan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
pelaksanaan RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 10

RIDPN Danau Toba ditinjau setiap 5 (lima) tahun pada
akhir tahap berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Peninjauan kembali RIDPN Danau Toba tahap pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 ayat (1) huruf a
dilaksanakan pada akhir tahap pertama.

Peninjauan kembali RIDPN Danau Toba sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian bidang Kepariwisataan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan
kembali RIDPN Danau Toba sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian bidang Kepariwisataan.

Pasal 11

Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Danau Toba
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara,
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan
belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan
kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA
NASIONAL DANAU TOBA TAHUN 2024-2044

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
DANAU TOBA TAHUN 2024-2044

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini memberikan
perhatian dan harapan besar terhadap sektor Pariwisata sebagai salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Perkembangan
Pariwisata diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih
besar berupa devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara, pendapatan
dari wisatawan nusantara, dan pembukaan lapangan kerja, yang pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahap untuk mewujudkan sasaran pengembangan Pariwisata tersebut
telah dicanangkan pemerintah melalui pengembangan 10 (sepuluh)
destinasi Pariwisata prioritas, termasuk DPN Danau Toba yang berlokasi di
Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan penyiapan DPN Danau Toba
diharapkan dapat menjadi pengungkit dan bahkan meningkatkan
momentum pertumbuhan sektor Pariwisata Indonesia yang menunjukkan
tren positif dalam 6 (enam) tahun terakhir.

Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi
Sumatera Utara menunjukkan tren yang fluktuatif dengan pangsa pasar
wisatawan mancanegara terbesar berasal dari Malaysia. Pada tahun 2018,
sekitar 60% (enam puluh persen) wisatawan mancanegara yang berkunjung
ke Provinsi Sumatera Utara juga mengunjungi Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Toba dan sekitarnya. Di sisi lain, perkembangan
kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Sumatera Utara terus
meningkat hingga mencapai lebih dari 11 (sebelas) juta perjalanan.

Danau Toba merupakan Daya Tarik Wisata (DTW) yang unik sebagai
kawasan kaldera terbesar di dunia yang terbentuk dari letusan gunung
berapi super sekitar 74.000 (tujuh puluh empat ribu) tahun yang lalu,
danau terbesar di Asia Tenggara, dan gunung berapi tektonik dengan
panjang 100 km (seratus kilometer), lebar 30 km (tiga puluh kilometer),
kedalaman 505 m (lima ratus lima meter), dan terletak di ketinggian

904 m. ..
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904 m (sembilan ratus empat meter) di atas permukaan laut. Danau Toba
merupakan warisan dunia yang penting dengan keanekaragaman geologis,
biologis, dan budaya, yang juga didukung oleh atraksi buatan manusia.
Pada tahun 2020 Kaldera Toba ditetapkan sebagai United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark.

Peningkatan aktivitas Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara,
khususnya di KSPN Toba dan sekitarnya, sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang memadai.
Penyediaannya membutuhkan kontribusi dan partisipasi dari berbagai
Pemangku Kepentingan, baik publik, swasta, maupun masyarakat.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan tersebut membutuhkan kebijakan
spesifik untuk mendukung pengelolaan dan pelindungan yang terpadu.
Kolaborasi tersebut juga sangat penting untuk menjaga status Kaldera Toba
sebagai UNESCO Global Geopark.

Salah satu upaya untuk memandu kolaborasi lintas Pemangku
Kepentingan dilaksanakan melalui perencanaan secara terpadu yang
dituangkan dalam RIDPN Danau Toba. Penyusunan RIDPN Danau Toba
dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan aspek Kepariwisataan, infrastruktur, lingkungan,
kehutanan, kemaritiman, tata ruang, sosial budaya, investasi, dan
perkembangan wilayah secara keseluruhan. RIDPN Danau Toba juga
diharapkan dapat memberi jawaban bagi permasalahan dan tantangan
dalam pengembangan Pariwisata, meliputi:

1. penurunan kondisi lingkungan makro yang ditunjukkan oleh
pencemaran air danau dan deforestasi;

2. penurunan kondisi lingkungan mikro terkait penanganan sampah dan
limbah;

3. rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai makna
dan nilai sumber daya kawasan;

4. rendahnya kapasitas tata kelola wilayah; dan

S. keterbatasan aksesibilitas untuk menghubungkan DTW di wilayah

DPN Danau Toba yang luas.

Pengembangan DPN Danau Toba yang terpadu diharapkan dapat
mendukung  perbaikan tata  kelola kelembagaan, optimalisasi
pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan kemajuan teknologi untuk
meningkatkan pelayanan dasar, peluang usaha, kesempatan Kerja,
kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Hasil pemetaan dan analisis terhadap isu utama dalam pengembangan
DPN Danau Toba dituangkan dalam RIDPN Danau Toba yang terdiri atas:
visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
sasaran dan arah pengembangan;
pelaksanaan pengembangan; dan
rencana aksi.

PO

B. Visi . ..
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C. Misi

Pencapaian misi untuk mewujudkan visi pengembangan Pariwisata di

DPN Danau Toba dilaksanakan melalui S (lima) misi, yaitu:

1. melaksanakan pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman sumber
daya alam, geologis, dan budaya di DPN Danau Toba secara
bertanggung jawab. Pelestarian difokuskan pada perbaikan
lingkungan yang menyangkut perairan danau, kawasan hutan, serta
aset taman bumi (geopark) dan budaya;

2. meningkatkan kolaborasi dari semua Pemangku Kepentingan dalam
satu kesatuan wilayah yang terintegrasi secara fisik dan nonfisik serta
secara sektoral. Kolaborasi difokuskan pada pengembangan sinergi
dan kerja sama antar pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara untuk menyelesaikan isu Kepariwisataan terkait tata
ruang, infrastruktur, amenitas Pariwisata, dan tata kelola destinasi
yang dikaitkan dengan kapasitas sosial ekonomi;

3. meningkatkan DTW yang pelaksanaannya difokuskan untuk
pengembangan atraksi dan fasilitas kenyamanan wisatawan
(amenitas) berstandar internasional dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan;

4. menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat rantai pasok
Pariwisata terhadap berbagai potensi alam, budaya, dan ekonomi yang
dimiliki DPN Danau Toba. Penciptaan nilai tambah ekonomi dan rantai
pasok Pariwisata difokuskan pada keterkaitan sektor Pariwisata dan
sektor pertanian yang kontribusinya masih signifikan sebagai sumber
penghasilan masyarakat di DPN Danau Toba. Penciptaan rantai pasok
Pariwisata menjadi penting untuk meningkatkan efek berganda dari
pengeluaran wisatawan dan efek pengungkit untuk berkembangnya
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pelaksanaannya tetap
memperhatikan partisipasi masyarakat, daya dukung lingkungan, dan
kualitas layanan Pariwisata untuk menjamin keberlanjutan dari
manfaat yang diciptakan; dan

5. mengembangkan produk Pariwisata secara berkelanjutan untuk
memenuhi perubahan tren pasar yang dinamis dan memperkuat
destinasi agar mampu memberikan layanan Pariwisata yang lebih baik
dan menciptakan manfaat pendapatan dari wisatawan yang lebih
tinggi dan berkelanjutan.

D. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, pengembangan Pariwisata

di DPN Danau Toba bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi
pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;

2. meningkatkan kualitas infrastruktur aksesibilitas dan infrastruktur
dasar yang mendukung aktivitas dan usaha Pariwisata;

3. meningkatkan . . .
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3. meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang digerakkan oleh
sektor Pariwisata; dan
4. mendorong investasi swasta yang bernilai tambah tinggi.

Hasilnya diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih
besar berupa devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara, pendapatan
dari wisatawan nusantara, dan pembukaan lapangan kerja, yang pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di
DPN Danau Toba.

E. Ruang Lingkup

RIDPN Danau Toba mencakup rencana pengembangan seluruh
wilayah destinasi Pariwisata di DPN Danau Toba dalam periode
21 (dua puluh satu) tahun yang dilengkapi dengan rencana pengembangan
wilayah destinasi Pariwisata Danau Toba secara terinci untuk tahun 2024.

RIDPN Danau Toba disusun melalui serangkaian tahap tentang
kondisi dan tantangan pengembangan Pariwisata di DPN Danau Toba yang
diselaraskan dengan aspirasi Pemangku Kepentingan:

1. analisis regulasi mengenai analisis kelembagaan, hukum, regulasi,
dan kerangka kebijakan baik langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi sektor Pariwisata;

2. analisis permintaan dan peluang pengembangan kawasan destinasi
Pariwisata;

3. analisis kondisi awal rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur,
atraksi, dan fasilitas bagi wisatawan;

4. artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial-ekonomi, dan
warisan budaya;

S. penyiapan visi, proyeksi pertumbuhan, dan beberapa skenario
pengembangan;

6. perincian skenario pengembangan terpilih yang menjadi dasar
perumusan rencana aksi;

7. penyusunan dokumen RIDPN Danau Toba; dan

8. pelibatan dan partisipasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan Pemangku Kepentingan dalam seluruh tahapan.

Ruang lingkup wilayah dan substansi dari RIDPN Danau Toba
mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya dan
memadukan rencana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan
Pariwisata di DPN Danau Toba.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar
pertimbangan dalam penyusunan RIDPN Danau Toba antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor S0 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); dan

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan
Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 143).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, juga perlu
memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5); dan

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
Nomor 2).

Delineasi wilayah dalam RIDPN Danau Toba mencakup KSPN Toba dan
sekitarnya. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya menetapkan bahwa
delineasi kawasan Danau Toba mengikuti delineasi daerah tangkapan air
dan Catchment Area Treatment (CAT), yang terletak pada koordinat
2°10’3°00’ Lintang Utara dan 98°24’ Bujur Timur. Mengacu pada peraturan
perundang-undangan tersebut, DPN Danau Toba dapat diterjemahkan
mencakup 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari
Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten
Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo,
Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara . . .
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Secara administrasi kewilayahan, ruang lingkup DPN Danau Toba
mencakup 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) Provinsi Sumatera Utara
meliputi:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
Pemerintah Kabupaten Toba;

Pemerintah Kabupaten Simalungun,;
Pemerintah Kabupaten Samosir;

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
Pemerintah Kabupaten Karo;

Pemerintah Kabupaten Dairi; dan

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

WOk wde

Fokus pengembangan RIDPN Danau Toba di 8 (delapan) kabupaten
diarahkan kepada 32 (tiga puluh dua) kecamatan yang berbatasan
langsung dengan Danau Toba sebagai fokus pengembangan yaitu
9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Toba, 7 (tujuh) kecamatan di
Kabupaten Simalungun, 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Samosir,
1 (satu) kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, 3 (tiga) kecamatan di
Kabupaten Humbang Hasundutan, 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Karo,
1 (satu) kecamatan di Kabupaten Dairi, dan 1 (satu) kecamatan di
Kabupaten Pakpak Bharat.

Kemudian dipilih sebanyak 8 (delapan) kecamatan untuk menjadi
6 (enam) Key Tourism Area (KTA) dirinci dalam RIDPN Danau Toba, yaitu
KTA Parapat, KTA Simanindo, KTA Pangururan, KTA Balige, KTA Muara,
dan KTA Merek. Pengembangan keenam KTA ini diharapkan menjadi
pengungkit bagi perkembangan Pariwisata di Danau Toba.
Kriteria pemilihan keenam KTA didasarkan pada kajian Market Analysis
and Demand Assessment Danau Toba dan sekitarnya pada tahun 2017 dan
baseline analysis RIDPN Danau Toba pada tahun 2019.

Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak memiliki
KTA tetap mendapat perhatian Pemerintah Indonesia, khususnya untuk
akses dan pemenuhan pelayanan dasar serta pola penyebaran
pengembangan Kepariwisataan sesuai tahap pengembangan.
Namun, Kabupaten Dairi berperan sebagai penunjang dalam
pengembangan KTA Merek karena terdapat salah satu situs warisan geologi
(geosite), yaitu Dinding Kaldera Barat (Western Caldera Wall) Silalahi-
Sabungan. Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat ikut berperan dan
bertanggung jawab dalam pelestarian air danau.

Berdasarkan . . .
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KTA Nama DTW Jgnls Kecamatan Kabupaten
Wisata
Danau Sedimen Tomok | Alam Simanindo Samosir
Danau Aek Natonang Alam Simanindo Samosir
Air Terjun Sigarattung Alam Simanindo Samosir
Batu Kursi Raja Budaya Simanindo Samosir
Siallagan
Situs Arkeologi Sipalaka | Budaya Simanindo Samosir
Siallagan
Makam Tua Raja Budaya Simanindo Samosir
Sidabutar
Desa Ambarita Budaya Simanindo Samosir
Desa Tuktuk Budaya Simanindo Samosir
Desa Tomok Budaya Simanindo Samosir
Silimalombu Eco-Lodge | Budaya Simanindo Samosir
Desa Huta Hotang Budaya Simanindo Samosir
Museum Huta Bolon Buatan Simanindo Samosir
Wisata Martoba Budaya Simanindo Samosir
KTA Aek Rangat Alam Pangururan Samosir
Pangururan
Danau Sidihoni Alam Pangururan Samosir
Hutatinggi Landform Alam Pangururan Samosir
Panoramic View
Hutatinggi Debris Flow | Alam Pangururan Samosir
Deposit
Hutatinggi . . .
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KTA Nama DTW erms Kecamatan Kabupaten
Wisata
Hutatinggi Lacustrine Alam Pangururan Samosir
Deposit Sequence
Hutatinggi Diatomae- Alam Pangururan Samosir
Lacustrin Deposit
Wisata Air Pangururan Alam Pangururan Samosir
Pantai Parbaba Alam Pangururan Samosir
Pantai Situngkir Alam Pangururan Samosir
Pantai Tandarabun Alam Pangururan Samosir
Lava Dasit Sianjur Alam Sianjur Mulamula Samosir
Mulamula
Lava Dasit Batu Alam Sianjur Mulamula Samosir
Parhorasan
Siboro Limestone Alam Sianjur Mulamula Samosir
Volcanic Contact
Air Terjun Naisogop Alam Sianjur Mulamula Samosir
Batu Sawan Alam Sianjur Mulamula Samosir
Pemandian Sakral Aek Alam Sianjur Mulamula Samosir
Sipitu Dai
Simpang Limbong Alam Sianjur Mulamula Samosir
Metapebbly Mudstone
Simpang Harian Welded | Alam Harian Samosir
Olders Toba Tuff (OTT)
Simpang Harian Welded | Alam Harian Samosir
Youngest Toba Tuff
(YTT)
Simanuk Alam Harian Samosir
Hydrothermally Altered
YTT
Air Terjun Efrata Alam Harian Samosir
Bukit . . .
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KTA Nama DTW J§nls Kecamatan Kabupaten
Wisata
Bukit Holbung Alam Harian Samosir
Hutan Pinus Tele Alam Harian Samosir
Air Terjun Mbilulu Alam Tinada Pakpak
Bharat
Air Terjun Lae Una Alam Tinada Pakpak
Bharat
Delleng Sindeka Alam Tinada Pakpak
Bharat
Rumah Tradisional Budaya | Sianjur Mulamula Samosir
Batak
Batu Hobon Budaya | Sianjur Mulamula Samosir
Rumah Tradisional Budaya | Sianjur Mulamula Samosir
Sopo Guru Tatea Bulan
Benteng Budaya Tinada Pakpak
Sisingamangaraja XII Bharat
Pusat Informasi Buatan | Sianjur Mulamula Samosir
Geopark
Menara Pandang Tele | Buatan Harian Samosir
KTA Balige | Liang Sipege, Limestone | Alam Balige Toba
Caldera Wall
Basiha Stone, Prismatic | Alam Balige Toba
Joints, Andesitic Lava
Pantai Lumban Alam Balige Toba
Silintong
Bukit Tarabunga, Alam Tampahan Toba
panorama
Pantai Lumban Bulbul | Budaya Balige Toba
Pasar Tradisional Onan | Budaya Balige Toba
Balerong
Makam . . .
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KTA Nama DTW szms Kecamatan Kabupaten
Wisata
Makam Budaya Balige Toba
Sisingamangaraja XII
Desa Meat, Paleozoic | Budaya Tampahan Toba
Basement Caldera Wall
dan aktivitas menenun
Huta Tinggi Parmalim, | Budaya Laguboti Toba
wisata religi
Museum T.B. Silalahi | Buatan Balige Toba
KTA Muara Huta Ginjang Plateau Alam Muara Tapanuli
YTT Hydrothermaly- Utara
alteration, landform
panoramic view
Tapian Nauli, Non- Alam Muara Tapanuli
welded YTT Plateau Utara
Tapian Nauli Welded Alam Muara Tapanuli
OTT Utara
Tapian Nauli Alam Muara Tapanuli
Breccicated Lava Utara
Dolok Martumbur, Alam Muara Tapanuli
Mesozoic Meta- Utara
sandstones
Sibandang, Volcanic Alam Muara Tapanuli
Cone Utara
Bakara-Doloksanggul, Alam Baktiraja Humbang
Caldera Sequence Hasundutan
Bakkara Panoramic Alam Baktiraja Humbang
View Hasundutan
Bakara-Tipang, Welded- | Alam Baktiraja Humbang
OTT Hasundutan
Air Terjun Janji Alam Baktiraja Humbang
Hasundutan
Pulau. ..
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KTA Nama DTW J§nls Kecamatan Kabupaten
Wisata
Pulau Simamora Alam Baktiraja Humbang
Hasundutan
Air Terjun Sipultak Alam Baktiraja Humbang
Hoda Hasundutan
Sipinsur, landform Alam Paranginan Humbang
panoramic view Hasundutan
Tao Silosung, kolam Alam Lintong Nihuta Humbang
sakral Hasundutan
Tao Sipinggan, kolam Alam Lintong Nihuta Humbang
sakral Hasundutan
Sibandang-Pardepur | Budaya Muara Tapanuli
Post-calderic Volcanic Utara
Formations (Desa
Sibandang)
Muara-Desa Ulos Budaya Muara Tapanuli
Utara
Tombak Sulu-sulu, Budaya Baktiraja Humbang
Limestone-Budaya Hasundutan
Istana Raja Budaya Baktiraja Humbang
Sisingamangaraja Hasundutan
Desa Wisata Tipang Budaya Baktiraja Humbang
Hasundutan
Tombak Hatuanan, Budaya Baktiraja Humbang
situs arkeologi Hasundutan
Sumur Aek Sipangolu, | Budaya Baktiraja Humbang
sumur air sakral Hasundutan
Sumur Aek Sitio-tio, Budaya Baktiraja Humbang
sumur air sakral Hasundutan
Hariara Tungkot, situs | Budaya Baktiraja Humbang
arkeologi Hasundutan
Batu Hundul- Budaya Baktiraja Humbang
Hundulan, situs sakral Hasundutan
Sipinsur . .
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KTA Nama DTW ernls Kecamatan Kabupaten
Wisata
Sipinsur, Botanical Buatan Paranginan Humbang
Garden Hasundutan
Sipinsur Information | Buatan Paranginan Humbang
Kiosk Hasundutan
KTA Merek Sipiso-piso Volcanic Alam Merek Karo
Cone
Air Terjun Sipiso-piso Alam Merek Karo
Desa Tongging, Alam Merek Karo
Paleozoic Basement,
caldera wall
Kodon-kodon Caldera Alam Merek Karo
Wall
Bukit Gajah Bobok Alam Merek Karo
Sapo Juma Alam Merek Karo
Bukit Sibuatan Alam Merek Karo
Kodon Palezoic Alam Silahi Sabungan Dairi
Basement
Silalahi Volcanic Debris | Alam Silahi Sabungan Dairi
Silalahi Renun Caldera | Alam Silahi Sabungan Dairi
Wall
Pantai Silahisabungan Alam Silahi Sabungan Dairi
Batu Sigadap Budaya [ Silahi Sabungan Dairi
Desa Dokkan, Budaya Merek Karo
permukiman tradisional
Monumen Silalahi Budaya | Silahi Sabungan Dairi
Simalem Resort, Buatan Merek Karo
agrotourism
BABII. ..
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BAB II
SASARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. Sasaran

Pengembangan Pariwisata Danau Toba diarahkan untuk mewujudkan
sasaran dalam meningkatkan pertumbuhan dan kualitas aktivitas
Pariwisata di DPN Danau Toba dalam periode 21 (dua puluh satu) tahun
sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara, serta pendapatan dari Pariwisata,
yang ditopang daya dukung lingkungan yang memadai. Peningkatan
kualitas utamanya didukung oleh peningkatan lama tinggal dan
pengeluaran wisatawan yang membentuk devisa dari wisatawan
mancanegara dan pendapatan dari wisatawan nusantara. Proyeksi
kunjungan wisatawan dan pendapatan Pariwisata disajikan pada Tabel 3
sebagai berikut:

Tabel 3. Proyeksi Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Pariwisata
DPN Danau Toba

Indikator 2024 2029 2034 2039 2044

a. Wisatawan 208.100 341.950 561.900 743.840 984.700
Mancanegara
(Kunjungan)

b. Pendapatan 145,7 263,79 477,6 685,78 984,7
Devisa (juta
Us$)*

c. Wisatawan 2.626.100 3.332.650 | 4.229.300 | 4.645.020 | 5.101.600
Nusantara
(Perjalanan)

d. Pendapatan (Rp 1.925.200 2.619.690 | 3.564.700 | 4.247.340 | 5.060.700
juta)

Pertumbuhan aktivitas Pariwisata ini didukung oleh penyediaan
tenaga kerja dan ketersediaan lahan yang masing-masing diwakili oleh
indikator jumlah penduduk dan ketersediaan lahan. Fokus pengembangan
Pariwisata DPN Danau Toba diperkirakan akan berdampak pada
pertambahan penduduk mencapai lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa
pada tahun 2044.

Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di KTA Balige dan KTA Muara
sebanyak 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen), diikuti
oleh KTA Merek 19,4% (sembilan belas koma empat persen),
KTA Pangururan 19,1% (sembilan belas koma satu persen), KTA Parapat
18,4% (delapan belas koma empat persen), dan KTA Simanindo 6,4% (enam
koma empat persen). Pengembangan Pariwisata di kawasan ini
diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan kerja minimal

77.204 . ..
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77.204 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat) orang. Pertumbuhan
penduduk dan aktivitas Pariwisata diperkirakan akan meningkatkan
kebutuhan lahan di DPN Danau Toba sekitar 1.800 ha (seribu delapan
ratus hektare) untuk memfasilitasi pembangunan permukiman sebanyak
35,6% (tiga puluh lima koma enam persen), hotel dan pondok wisata
(homestay) sebanyak 11,9% (sebelas koma sembilan persen), dan amenitas
lainnya sebanyak 52,5% (lima puluh dua koma lima persen) sampai dengan
tahun 2044.

B. Arah Pengembangan

Kebijakan pengembangan RIDPN Danau Toba disusun berdasarkan
keselarasannya dengan kriteria distribusi spasial aktivitas Pariwisata di
DPN Danau Toba, dengan rincian sebagai berikut:

1. kriteria lingkungan, yang meliputi kebijakan dan regulasi terkait
kualitas air, hutan dan kawasan lindung, limbah dan persampahan,
risiko bencana, kualitas udara, kesehatan lingkungan dan
keselamatan, keanekaragaman hayati, serta sumber daya fisik dan
budaya;

2. kriteria Kepariwisataan, yang meliputi kemudahan mencapai DTW,
kepuasan pengalaman wisatawan, penciptaan nilai bagi daya tarik
potensial di luar KTA, manfaat ekonomi bagi pemerintah, manfaat
ekonomi bagi industri Pariwisata, dan manfaat ekonomi bagi
masyarakat;

3. kriteria tata ruang, yang meliputi kesesuaian lahan, alokasi lahan dan
dampaknya terhadap intensitas kegiatan, serta keterkaitan antara pola
pengembangan Pariwisata dengan rencana tata ruang;

4. kriteria penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur, yang meliputi
kualitas dan akses infrastruktur, serta keselarasannya dengan daya
dukung lingkungan dan pemanfaatannya untuk Pariwisata;

S. kriteria keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata,
yang meliputi penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi sebagai tuan rumah, pekerja, dan pelaku usaha
Pariwisata; dan

6. kriteria tata kelola sosial budaya, yang meliputi mitigasi risiko sosial
(spekulasi lahan, kecemburuan sosial, dan pergeseran hubungan
diaspora dengan masyarakat), beban dan peluang pelestarian budaya,
serta aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Hasil penyelarasan mengarahkan pada pola dan tahap pengembangan
Pariwisata di DPN Danau Toba. Berdasarkan 6 (enam) kriteria distribusi
spasial, pengembangan DTW di DPN Danau Toba dilaksanakan dengan pola
tersebar. Dalam pola pengembangan ini, pengembangan DTW yang semula
difokuskan pada 6 (enam) KTA, akan diperluas ke DTW lainnya di 32 (tiga
puluh dua) kecamatan di DPN Danau Toba. Perluasan dilaksanakan sesuai

dengan . . .
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dengan potensi, serta komitmen dan kolaborasi yang lebih kuat dari
Pemangku Kepentingan. Kolaborasi tidak terbatas pada penyediaan
infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk
Sumber Daya Manusia (SDM), serta perbaikan iklim usaha yang mencakup
perbaikan kebijakan, penegakan hukum, dan harmonisasi kewenangan
dan fungsi antar lembaga di DPN Danau Toba. Arah pengembangan
Pariwisata yang tersebar diharapkan dapat memastikan distribusi dampak
positif ekonomi tersebar ke seluruh DPN Danau Toba.

Arah pengembangan DPN Danau Toba tahun 2024-2044 akan
dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap, sebagai berikut:

1. TAHAP PERTAMA: KEBANGKITAN (Tahun 2024)

Pada tahap ini pengembangan DPN Danau Toba difokuskan
untuk mengembalikan tren kunjungan wisatawan mancanegara yang
berfluktuasi ke arah pertumbuhan yang positif. Pelaksanaannya akan
menekankan pada perubahan pola pikir untuk memperbaiki
komitmen dan kontribusi Pemangku Kepentingan dalam rangka
penyehatan kondisi lingkungan strategis. Inisiatif besar yang akan
menjadi pengungkit mencakup peningkatan infrastruktur dan kualitas
layanan Pariwisata sesuai dengan standar pelayanan minimal, serta
dilengkapi dengan perluasan pasar. Diferensiasi produk wisata juga
mulai dilakukan pada tahap ini sesuai dengan tema pengembangan
Pariwisata di 6 (enam) KTA yaitu KTA Parapat, KTA Simanindo, KTA
Pangururan, KTA Balige, KTA Muara, dan KTA Merek.

2. TAHAP KEDUA: PERCEPATAN I (Tahun 2025-2029)

Tahap kedua dimulai setelah lingkungan strategis di DPN Danau
Toba sudah pulih kembali dan para Pemangku Kepentingan lebih siap
untuk bersama-sama melakukan pengembangan Pariwisata secara
intensif. Pelaksanaan akselerasi menekankan pada konsistensi untuk
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, meneruskan upaya
standardisasi kualitas, dan memperluas diferensiasi produk, didukung
oleh semakin baiknya berbagai infrastruktur transportasi yang mampu
meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi kawasan Danau
Toba yang terkonsentrasi di 6 (enam) KTA yaitu KTA Parapat, KTA
Simanindo, KTA Pangururan, KTA Balige, KTA Muara, dan KTA Merek.

3. TAHAP KETIGA: PERCEPATAN II (Tahun 2030-2034)
Tahap ketiga melanjutkan tren yang positif di tahap sebelumnya.
Tahap ini ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan dan
kemampuan menarik segmen pasar yang baru serta perlu didukung
dengan produk yang semakin bervariasi dan berkualitas, praktik hijau
dalam industri Pariwisata, dan pembangunan berbagai sektor lainnya
yang semakin berkembang di KSPN Toba dan sekitarnya.

4. TAHAP KEEMPAT . . .
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4. TAHAP KEEMPAT: PEMATANGAN I (Tahun 2035-2039)

Tahap keempat dimulai dengan memanfaatkan hasil diferensiasi
produk wisata dan perluasan pasar baru untuk memastikan KSPN
Toba dan sekitarnya mencapai status destinasi yang matang dan
berdaya saing. Pada tahap ini, pasar baru sudah dapat berkembang
dengan produk yang terus dikembangkan sehingga pelaksanaannya
menekankan pada diversifikasi produk dan pasar.

5. TAHAP KELIMA: PEMATANGAN II (Tahun 2040-2044)

Tahap kelima melanjutkan diversifikasi produk dan pasar, serta
melakukan integrasi yang lebih luas di DPN Danau Toba termasuk
pelibatan rantai pasok Kepariwisataan dengan sektor lainnya. Selain
itu, perlu dilakukan integrasi antara perencanaan RIDPN dengan
perencanaan di kawasan secara saksama.

BABIII. ..
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2. kebijakan pemerataan pengembangan Pariwisata untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan perekonomian wilayah, serta
mengurangi kesenjangan antar kabupaten. Kebijakan distribusi
pengembangan  Pariwisata akan mengarahkan pembatasan
pengembangan di KTA Parapat dan KTA Simanindo untuk mengurangi
beban dan mengimbanginya dengan pengembangan di KTA
Pangururan dan KTA Balige. Pengembangan Pariwisata juga
didistribusikan ke KTA Merek dan KTA Muara, serta DTW lain di dalam
32 (tiga puluh dua) kecamatan di DPN Danau Toba.

3. kebijakan peningkatan aksesibilitas menuju DPN Danau Toba
diperlukan untuk mendatangkan wisatawan dari wilayah sekitarnya
(Aceh, Medan, Tebing Tinggi, dan lainnya) dan pintu gerbang utama
(Kualanamu). Selain  aksesibilitas  eksternal, @ pembangunan
konektivitas internal diperlukan untuk menghubungkan antar DTW di
semua Sub KTA. Peningkatan konektivitas juga perlu disertai dengan
penyediaan moda transportasi publik yang terintegrasi dan ramah
lingkungan serta peningkatan kualitas layanan, termasuk untuk
aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

4. kebijakan peningkatan kualitas lingkungan dengan preservasi hutan
melalui reforestasi dan peningkatan kualitas air Danau Toba.

5. kebijakan penanggulangan dampak sosial dan bencana didasarkan
pada antisipasi gejolak sosial dan kesiapsiagaan bencana yang
dilakukan dengan mengidentifikasi dampak dari pembangunan fisik,
isu pengadaan lahan, isu kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja
dan berusaha, serta isu keselarasan pengembangan Pariwisata dengan
nilai dan norma budaya setempat.

6. kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan dengan sektor pertanian
yang merupakan sektor unggulan dan menjadi sumber penghidupan
utama bagi masyarakat di DPN Danau Toba. Kegiatan pertanian dapat
diintegrasikan dengan Pariwisata melalui pengembangan agrowisata
seperti memelihara, memanen, dan menikmati hasil olahan.

7. kebijakan pelindungan terhadap budaya Batak dan geopark,
dilakukan melalui praktik keseharian sebagai bagian dari
keramahtamahan Batak dan pelindungan terhadap geosite sebagai
bagian dari Global Geopark Network. Pengemasan informasi budaya,
sejarah, dan geologi perlu ditingkatkan untuk menambah pengalaman
wisatawan.

8. kebijjakan peningkatan kualitas amenitas melalui pemenuhan standar
internasional merujuk pada standar nasional maupun internasional.
Pengembangan proyek percontohan ‘green hotel’ perlu dilakukan
untuk memberi rujukan tentang praktik penerapan Pariwisata
berkelanjutan di sektor akomodasi. Kemajuan dari transformasi
menuju Pariwisata yang ramah lingkungan juga terus dipantau
melalui Sustainable Tourism Observatory yang dikerjasamakan dengan
perguruan tinggi.

9. kebijakan . . .
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pembangunan di tebing-tebing yang curam (di pinggir jalan) dilarang.
Fasilitas untuk memandang disediakan dan dilengkapi area parkir
terbatas di tepi jalan, termasuk fasilitas pendukungnya seperti toilet,
tempat duduk, dan lain-lain. Kawasan ini dikembangkan di kemudian
hari bersama dengan dibukanya jalan alternatif.

Sub KTA Sibisa di Kecamatan Ajibata akan difokuskan di wilayah
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba sebagai kawasan terpadu Toba
Caldera Resort yang memiliki citra berkelas internasional dan unik.
Kawasan ini dikembangkan dengan mengedepankan aspek preservasi
kualitas lingkungan seperti pelestarian air danau dan reboisasi,
melalui pengembangan konsep eco-resort. Pengembangan Toba
Caldera Resort dipandu oleh rencana induk yang telah menetapkan
8 (delapan) zona, yaitu:
zona campuran;
zona kedatangan/publik;
zona pusat konvensi;
zona destinasi wisata bertema edukasi;
zona hotel area tebing;
zona resort di sekitar pantai laguna;
zona destinasi wisata bertema petualangan alam di sekitar laguna
alami; dan
zona kebun raya.

Rencana induk juga mencakup pengembangan konektivitas
wilayah yang terintegrasi dengan jalur pejalan kaki, kereta gantung,
dan ruang terbuka hijau. Pengembangan kawasan ini diharapkan
akan mendorong pengembangan agrowisata, perdagangan, dan
industri, melalui program fasilitasi rantai pasok kepada masyarakat
setempat.

Pola ruang di KTA Parapat yang tersedia untuk menampung
kegiatan Pariwisata ini adalah campuran, rimba kota, hutan lindung,
Pariwisata, perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan,
perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, perkantoran,
perkebunan, perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan
sedang, perumahan kepadatan tinggi, sempadan sungai, sarana
pelayanan umum skala kecamatan, sarana pelayanan umum skala
kota, dan taman kecamatan. Kebutuhan residensial didistribusikan di
atas peruntukan pola ruang perumahan kepadatan rendah,
perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan tinggi, serta
peruntukan perkebunan dan peruntukan sarana pelayanan umum
skala kecamatan.

5 mme oo

Gambar 4 . ..
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Dengan tema wisata rekreasi, kehadiran ruang terbuka menjadi
sangat penting di kawasan prioritas di KTA Parapat. Penataan
lingkungan perlu memberikan rasa aman bagi wisatawan yang
berkunjung, juga menjaga pandangan ke arah danau yang menjadi
unggulan ruang terbuka ini yang sekaligus menjadi gardu pandang.
Keterbukaan ini juga bisa menjaga pandangan ke arah danau dari
jalan yang melaluinya dan menjadikannya salah satu daya tarik untuk
wisatawan dalam bentuk scenic road.

Tata hijau juga harus mendukung tema kolonial dan penyangga,
sehingga dapat mengingatkan para wisatawan terhadap sejarah yang
ada di KTA Parapat. Tanaman yang dipilih adalah tanaman asli dari
daerah Toba dan tambahan tanaman lainnya untuk memperkuat
suasana kolonial. Area hijau di sempadan danau perlu dipertahankan
sehingga mendukung ekosistem tepi danau sekaligus menjadi daya
tarik untuk wisatawan.

Pengembangan Pariwisata secara spasial di KTA Parapat
disesuaikan dengan S (lima) tahap pengembangan. Peruntukan ruang
yang akan dikembangkan pada tahap pertama di KTA Parapat, yaitu
area permukiman, wisata campuran, dan pelayanan Pariwisata.
Pemanfaatan ruang akan dilakukan di Desa Pardamean Ajibata,
Desa Tiga Raja, Desa Sibaganding, Desa Parsaoran Sibisa,
Desa Pardamean Sibisa, Desa Motung, dan Desa Sigapiton berupa
amenitas, permukiman, serta perdagangan dan jasa.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, peruntukan ruang yang akan
dikembangkan yaitu Panatapan Parapat sebagai area wisata hutan,
Girsang | dan Girsang Il sebagai area wisata budaya, Sibaganding
sebagai area agrowisata serta Monkey Forest sebagai area wisata
hutan. Selain itu, pada tahap ini pemanfaatan ruang juga akan
dilakukan di Desa Sipangan Bolon. Ruang amenitas di Desa
Sibaganding juga akan dikembangkan untuk mendukung
pertumbuhan objek wisata Aek Nauli Elephant Conservation Camp.
Pemanfaatan ruang juga akan dilakukan di Desa Sipangan Bolon.
Pemanfaatan ruang di jalur timur KTA Parapat khususnya di
Desa Girsang dibatasi dengan tujuan untuk menjaga ruang hutan
yang alami dan dapat dinikmati serta diakses secara langsung.
Sedangkan untuk Sub KTA Sibisa dilakukan dengan pengembangan
lebih lanjut dari Kawasan Toba Caldera Resort oleh Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba, yang sebagian berada di Desa Parsaoran Sibisa,
Desa Pardamean Sibisa, Desa Motung, dan Desa Sigapiton yang
diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan Pariwisata
berupa atraksi dan amenitas di KTA Parapat yang mampu menangkap
segmen pasar berkualitas. Pada tahap keempat dan tahap kelima,
pengembangan KTA Parapat akan diarahkan pada Bukit Parapat
sebagai area wisata hutan khususnya di wilayah Desa Girsang berupa
pondok wisata (homestay).

2. Rencana . . .
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Pengembangan Sub KTA Aek Natonang direncanakan mencakup
ruang wisata terbuka yang dibangun harmonis dengan lingkungan
alam dan mengikuti peraturan zonasi kebun raya untuk pemanfaatan
ruangnya. Ruang alam dibatasi penggunaannya, namun dapat
digunakan sebagai area berkemah nonpermanen, termasuk sarana
dan prasarana pendukungnya.

Pengembangan di Sub KTA Simanindo dilakukan secara selektif
mengingat daya dukung yang terbatas dan kebutuhan pelestarian
sumber daya budaya. Pelayanan Pariwisata dapat disediakan pada
peruntukan ruang wisata campuran dan aktivitas wisata dapat
dilakukan di beberapa peruntukan ruang lain. Pengembangan
Sub KTA Simanindo diarahkan agar lebih menyebar mengikuti jalur
sirkulasi yang sudah ada, sekaligus mengikuti pola pengembangan
budaya tradisional Batak dalam jalur sirkulasi utama. Pada saat yang
sama, penataan ribbon development yang berbentuk memanjang
langsung di pinggir jalur sirkulasi utama perlu dilaksanakan sehingga
suasana budaya tradisional Batak bisa tetap dirasakan dan diperkuat.

Ruang terbuka di Sub KTA Simanindo berupa lahan persawahan
yang besar dan luas serta dikelilingi perbukitan dan pegunungan.
Dalam lingkup yang lebih kecil, ruang terbuka di kawasan ini
mencakup lapangan kecil yang dikelilingi oleh dinding dari batu
dengan rumpun bambu diluarnya. Ruang terbuka ini akan terhubung
dengan jalan utama. Tata hijau dikembangkan dengan memilih
tanaman lokal di sekitar wilayah Danau Toba dan tanaman tambahan.
Area hijau pada sempadan danau perlu dipertahankan sehingga
mendukung ekosistem tepi danau dan menjadi daya tarik untuk
wisatawan.

Pengembangan secara spasial di KTA Simanindo dilakukan
dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan ruang untuk
kegiatan Pariwisata sesuai S (lima) tahap pengembangan. Untuk tahap
pertama, pemanfaatan ruang untuk atraksi dan amenitas akan
diarahkan pada kawasan agrowisata dan wisata campuran di
Sub KTA Tuktuk-Tomok-Ambarita sebagai induk KTA Simanindo.
Pemanfaatan ruang juga akan diarahkan untuk kawasan wisata
budaya di sekitar DTW Museum Huta Nibolon di Sub KTA Simanindo,
tepatnya di wilayah Simanindo Sangkal dan Simarmata. Selain itu
pengembangan dilakukan di Sub KTA Aek Natonang tepatnya di
kawasan wisata alam Aek Natonang serta di wilayah wisata budaya
Martoba. Ruang yang dikembangkan ialah amenitas dan akomodasi
berupa pondok wisata (homestay).

Pada . ..
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Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pemanfaatan ruang
diarahkan pada kawasan permukiman di Desa Simarmata,
Desa Dos Roha, dan Desa Cinta Dame sebagai kawasan tempat tinggal
tenaga kerja yang bekerja pada sektor Pariwisata di kawasan tersebut.
Pengembangan juga dilakukan di kawasan wisata hutan di wilayah
Lontung dan agrowisata di Martoba sebagai atraksi dan amenitas
pendukung. Pada tahap keempat dan tahap kelima, pemanfaatan
ruang KTA Simanindo akan difokuskan pada permukiman di
Desa Simarmata dan Desa Tomok.

3. Rencana Pengembangan KTA Pangururan

Pengembangan KTA Pangururan diarahkan dengan tema wisata
berbasis alam atau geowisata, sesuai potensi bentang alam dan geosite
yang khas. Lokus pengembangan KTA Pangururan mencakup Sub KTA
Pangururan, Sub KTA Parbaba, dan Sub KTA Huta Namora. Sub KTA
Pangururan diarahkan menjadi induk KTA Pangururan karena berada
di area Pariwisata yang telah berkembang di perkotaan Pangururan,
sedangkan Sub KTA Parbaba, Sub KTA Huta Namora, dan di Harian
(Menara Panorama Tele dan sekitarnya) akan dikembangkan pada
tahap berikutnya. Karakter ruang di KTA Pangururan seperti
perkotaan pada umumnya yang terdiri dari area aktivitas Pariwisata
campuran dan pelayanan Pariwisata. Sebagian besar Sub KTA berupa
area Pariwisata aktivitas campuran, kecuali Sub KTA Parbaba yang
memiliki ruang sebagai pelayanan Pariwisata.

Ruang aktivitas ini bersifat terbuka dan menunjukkan karakter
tema KTA berupa geowisata. Penataan bentang alam difokuskan pada
wisata muka air dengan Gunung Pusuk Buhit sebagai orientasinya.
Keberadaan wisata muka air yang luas memanjang, alur dan jembatan
Tano Ponggol, serta koridor yang ramah terhadap pejalan kaki
berpotensi menjadi ikon Sub KTA Pangururan yang merupakan
gerbang menuju kawasan Danau Toba bagian barat. Pengembangan
juga dilaksanakan untuk pusat pelayanan perkotaan dan fasilitas
akomodasi wisata melalui perbaikan kualitas fisik lingkungan serta
perbaikan sarana dan prasarana perkotaan, sehingga menjadi lebih
representatif untuk kegiatan Pariwisata. Ruang di Sub KTA
Pangururan juga dapat digunakan sebagai area penyelenggaraan
festival/acara. Pelayanan komersial termasuk pedagang kaki lima
ditata dan dikendalikan di area tertentu.

Gambar 6. . .
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kepadatan tinggi. Kebutuhan ruang untuk akomodasi diletakkan di
atas peruntukan pola ruang perdagangan dan jasa skala wilayah
perencanaan, perdagangan dan jasa skala kota, perumahan kepadatan
rendah, serta sarana pelayanan umum skala kecamatan.

Pengembangan Sub KTA Parbaba akan dilakukan dengan
tema wisata Dberbasis rekreasional, dengan mengutamakan
pemberdayaan ekonomi lokal. Pengembangan kawasan Sub KTA
Parbaba dilakukan secara terkendali dan tertata untuk menjaga
sempadan danau, terutama terkait dengan keberadaan akomodasi
berupa hotel dan pondok wisata (homestay), serta rumah makan, kafe,
dan lainnya. Kawasan Sub KTA Parbaba direncanakan bersifat
terbuka, ramah terhadap pejalan kaki, memiliki sistem pengaturan
lalu lintas yang baik, serta pengendalian pembangunan fisik
permanen. Ruang terbuka diatur antara ruang untuk pembangunan
berbagai fasilitas pelayanan Pariwisata dan ruang untuk
permukiman/perkampungan tradisional.

Pengembangan Sub KTA Huta Namora difokuskan pada wisata
berkelas dengan fasilitas resor dan lapangan golf bernuansa geowisata.
Ruang aktivitas direncanakan bersifat terbuka, ramah terhadap
pejalan kaki, serta mencakup bangunan dan lanskap yang tertata rapi
dan pemandangan terbuka. Perancangan hotel dan lapangan golf wajib
memperhatikan aspek lingkungan, terutama dalam penggunaan dan
pengelolaan limbah.

Pola ruang pada wilayah KTA Pangururan diarahkan pada
pengembangan wisata berbasis alam dengan pemanfaatan potensi
pertanian dan geosite. Kealamian ruang perkebunan dan pertanian
tetap dijaga dengan membangun beberapa fasilitas Pariwisata yang
terbatas dan terukur. Pada kawasan Tele atau Menara Pandang,
penanganan ruang aktivitas wisata akan dibatasi karena lokasi yang
berada di dinding kaldera (caldera wall).

Kebutuhan ruang untuk akomodasi di KTA Pangururan
diletakkan di atas peruntukan pola ruang perdagangan dan jasa skala
wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala kota, perumahan
kepadatan rendah, serta sarana pelayanan umum skala kecamatan.
Kebutuhan ruang atraksi dan amenitas diletakkan di atas peruntukan
Pariwisata dan rimba kota, serta di tempat yang memiliki potensi
untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata seperti peruntukan
pola ruang rimba kota, taman kota, dan perkebunan.

Penataan ruang terbuka perlu memberikan rasa aman bagi
wisatawan yang berkunjung dan menjaga pemandangan indah (scenic
vista) ke arah Danau Toba dan dinding kaldera (caldera wall) melalui
Menara Pandang Tele yang merupakan ruang terbuka unggulan di KTA
Pangururan. Ruang terbuka ini dapat mengarahkan pandangan
wisatawan ke arah danau dan dinding kaldera (caldera wall) saat
menyusuri jalan yang berbentuk rute berpemandangan indah
(scenic road). Jalur hijau dikembangkan untuk mendukung tema

wisata . . .
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wisata geologi dan alam dengan menciptakan suasana yang sejuk dan
teduh. Area hijau pada sempadan danau perlu dipertahankan untuk
mendukung ekosistem tepi danau dan sekaligus menjadi daya tarik
tersendiri untuk wisatawan.

Pengembangan secara spasial di KTA Pangururan dilakukan
dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan ruang untuk
kegiatan Pariwisata, sesuai dengan 5 (lima) tahap. Pada tahap
pertama, pemanfaatan ruang Sub KTA Pangururan diarahkan pada
kawasan pusat Pangururan sebagai kawasan wisata campuran dan
kawasan komersial, Sub KTA Parbaba sebagai kawasan wisata alam
dan komersial, Sub KTA Huta Namora sebagai kawasan komersial,
kawasan Rianiate sebagai area permukiman, dan kawasan Aek Rangat
sebagai area geowisata.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pemanfaatan ruang
KTA Pangururan diarahkan di sekitar kawasan wisata alam kaki
Gunung Pusuk Buhit dan wisata budaya Huta Batak di sekitar
kawasan Pardomuan Nauli dan Lumban Suhi-suhi, serta di wilayah
Tanjung Bunga dan Siopat Sosor untuk agrowisata. Pada tahap
keempat dan tahap kelima, pemanfaatan ruang di DTW utama akan
terus diperkuat.

4. Rencana Pengembangan KTA Balige

Pengembangan KTA Balige difokuskan pada wisata berbasis
pusaka perkotaan, sesuai dengan daya tarik unggulan yakni
Pasar Onan Balerong, Museum TB Silalahi, Makam Sisingamangaraja
XII, dan beberapa bangunan bersejarah lainnya merupakan ruang
aktivitas yang bersifat terbuka dan ramah untuk pejalan kaki. Lokus
pengembangan KTA Balige terdiri dari Sub KTA Balige sekaligus
sebagai pusat perkotaan berada di area Pariwisata yang berkembang,
dan Sub KTA Lumban Pea sebagai daerah penyangga.

Pada Sub KTA Lumban Pea, pemanfaatan ruang difokuskan pada
kawasan Pariwisata terpadu yang terdiri dari DTW buatan dan fasilitas
Pariwisata. Ruang aktivitas bersifat terbuka, ramah terhadap pejalan
kaki, dilengkapi dengan bangunan dan lanskap tertata rapi sebagai
satu kesatuan kawasan yang terencana, serta pemandangan terbuka
ke arah danau. Kawasan sains dan teknologi menjadi ikon dengan
desain futuristik dan lanskap yang menarik namun tetap
menunjukkan identitas lokal. Ruang terbuka dapat berfungsi sebagai
area pelaksanaan festival/acara.

Kawasan antara Sub KTA Balige dan Sub KTA Lumban Pea adalah
kawasan Lumban Bulbul yang akan dipertahankan sebagai kawasan
wisata muka air dan di bagian selatannya sebagai kawasan agrowisata.
Kealamian ruang pertanian tetap dijaga dan dipertahankan dengan
membangun beberapa fasilitas Pariwisata yang terbatas dan terukur.

Kawasan di sebelah barat Sub KTA Balige adalah kawasan
Lumban Silintong yang tetap dijaga keaslian sebagai ruang
perkebunan dan pertanian dengan dukungan beberapa fasilitas
Pariwisata yang terbatas dan terukur.

Gambar 7 . ..
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ekosistem tepi danau sekaligus menjadi daya tarik tersendiri untuk
wisatawan.

Distribusi ruang di KTA Balige direncanakan berdasarkan
kebutuhan lahan, ketersediaan lahan, dan rencana pemanfaatan
ruang Pariwisata sesuai 5 (lima) tahap pengembangan. Pada tahap
pertama, pemanfaatan ruang KTA Balige diarahkan pada ruang atraksi
di Pasar Barelong dan Lumban Pea, lalu diperluas ke ruang atraksi
serta amenitas di Lumban Silintong dan Desa Hinalang Bagasan.
Untuk mengakomodir kawasan bermukim bagi tenaga kerja di sektor
Pariwisata akan dikembangkan kawasan permukiman di Sub KTA
Balige. Sub KTA Balige di area Lumban Pea Timur juga dikembangkan,
terutama pada kawasan wisata rekreatif seperti kawasan sains dan
teknologi.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, pengembangan KTA Balige
akan difokuskan untuk ruang amenitas serta akomodasi di Lumban
Pea dan Lumban Bulbul sebagai fasilitas penunjang Pariwisata untuk
DTW di sekitarnya. Pemanfaatan ruang KTA Balige diarahkan di
sekitar Jalan Elak yakni di kawasan Sangkar Nihuta sebagai area
layanan Pariwisata, kawasan Batu Basiha sebagai area agrowisata dan
kawasan Sibolahotang Sas sebagai area agrowisata dan permukiman.
Sub KTA Muara dan Sub KTA Baktiraja pada tahap ini telah menerima
distribusi wisatawan dari Sub KTA Balige dan Sub KTA Lumban Pea,
sehingga diarahkan menjadi sebuah KTA baru, yaitu KTA Muara yang
akan dijelaskan secara lebih lanjut.

Pada tahap keempat dan tahap kelima, pengembangan KTA Balige
diarahkan untuk kawasan permukiman di Desa Sibolahotang Sas.
Pemanfaatan ruang KTA Balige diarahkan pada kawasan Baruara
sebagai area wisata budaya.

S. Rencana Pengembangan KTA Muara

Pengembangan KTA Muara direncanakan menjadi kawasan
Pariwisata budaya-geologi. Sebagian besar kawasan Muara
merupakan area yang tidak terlalu lebar, sehingga arah
pengembangannya difokuskan untuk menjaga kondisi lingkungan
alam sebaik mungkin.

Pengembangan Sub KTA Muara dilakukan melalui pendekatan
Desa Wisata, dengan Desa Ulos sebagai ikon. Kelestarian permukiman
tradisional dijaga termasuk bentang alam di sekitarnya. Aktivitas di
sempadan danau diatur dan dibatasi. Ruang-ruang publik yang
memiliki akses ke danau serta area pertanian dikendalikan dari
pembangunan fisik, atau dibatasi dengan daerah penyangga, terutama
terkait aktivitas layanan komersial (permanen dan pedagang kaki
lima).

Sub KTA . ..
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B. Pembangunan DTW

1. Pengembangan DTW di KTA Parapat

Pariwisata MICE dan rekreasi yang akan dikembangkan di
KTA Parapat didukung dengan pengembangan potensi alam dan
budaya. Tema ini juga dipadukan dengan suasana pinggir kota yang
berada di lahan berbukit bergaya kolonial dengan memanfaatkan
peninggalan bangunan dan lanskap bersejarah yang ada.

Sesuai rencana pengembangan spasial, pengembangan DTW di
KTA Parapat pada tahap pertama akan difokuskan pada 2 (dua)
Sub KTA yaitu Sub KTA Parapat-Ajibata dan Sub KTA Sibisa yang akan
dikembangkan menjadi beberapa segmen sesuai karakteristik fisik dan
kegiatan wisata, sebagai berikut:

a. segmen Pantai Bebas-Hotel Inna Parapat (Hotel Khas):

1) mengembangkan kegiatan wisata muka air, untuk melihat
pemandangan (sightseeing), berjalan-jalan, berfoto, bermain,
maupun kuliner;

2) merevitalisasi kegiatan wisata tirta yang sudah ada, berupa
naik perahu dan bermain air di bagian-bagian pantai
berpasir putih; dan

3) mengembangkan kegiatan pendukung wisata di koridor jalan
sepanjang wisata muka air yang menghubungkan fungsi
penunjang wisata (hotel dan restoran) dengan ruang publik
dan tepian danau.

b. segmen “Alun-alun” Parapat-Rumah Pengasingan Bung Karno:

1) membentuk taman kota yang berisi fungsi museum, galeri
pengetahuan, fasilitas wisata rekreasi-edukasi beserta
fasilitas pendukungnya;

2) mengadaptasi bangunan mess komando daerah militer,
PT Perkebunan Nusantara, dan pemerintah daerah menjadi
museum, galeri pengetahuan, serta fasilitas wisata
rekreasi—edukasi; dan

3) revitalisasi Rumah Pengasingan Bung Karno.

c. segmen Kampung (Nelayan) Tiga Raja: menata kampung untuk
layak dijadikan destinasi kampung masyarakat lokal.

d. segmen Pelabuhan Ajibata-Long Beach Ajibata: menata
lingkungan pantai.

e. segmen Pantai Bebas-Terminal Sosor Saba Parapat: menata
lingkungan pantai.

DTW di Sub KTA Sibisa yang akan dikembangkan, yaitu Wilayah
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dalam bentuk Toba Caldera
Resort sebagai kawasan wisata terpadu yang mencakup beberapa
fasilitas MICE bertaraf internasional, akomodasi, restoran dan kafe,
serta jalur trekking atau sepeda untuk mengakses dan menikmati
hutan dan desa di sekitarnya. Sesuai dengan rencana induk

Badan . ..
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Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, segmen Toba Caldera Resort
yang akan dikembangkan pada tahap pertama adalah wilayah seluas
68,74 ha (enam puluh delapan koma tujuh empat hektare) dengan
fokus pada pengembangan akomodasi yaitu iconic/ flagship hotel,
upscale-luxury hotel, dan hotel butik, glamping tepi tebing, dan
pembangunan kawasan komersial seperti retail strip, village strip,
retail-box, convenience center, area pendidikan dan sains, area bermain
anak dalam ruangan, titik pandang pinggir tebing dan titik pandang
matahari terbenam. Geopark Tourism Information Center (TIC), juga
akan dikembangkan sebagai pusat informasi Danau Toba dengan
statusnya sebagai Geopark Global Partner.

Pada tahap kedua dan tahap ketiga, DTW yang akan
dikembangkan yaitu Panatapan Parapat sebagai area wisata hutan,
DTW Girsang sebagai kawasan wisata budaya, DTW Sibaganding
sebagai area agrowisata, serta Monkey Forest sebagai area wisata
hutan. Di bagian pesisir utara Sub KTA Parapat terdapat koridor
Panatapan Parapat yang berada di lokasi kemiringan lereng yang
cukup curam namun memiliki potensi daya tarik pemandangan
langsung ke Danau Toba.

Pengembangan potensi wisata di jalur timur KTA Parapat di
antaranya mencakup pengembangan wisata alam dan wisata budaya
di Desa Girsang Sipangan Bolon dengan memanfaatkan potensi hutan
serta keberadaan Huta Batak. Kelestarian perkampungan tradisional
Batak juga dijaga termasuk lanskap yang menjadi bagian dari struktur
ruangnya. Dalam perkembangan akses baru jalan tol, DTW ini akan
menjadi titik henti pertama bagi wisatawan untuk menyaksikan
keindahan lanskap Danau Toba.

Pengembangan DTW Sibaganding difokuskan pada wisata alam,
geosite, potensi agrowisata serta keanekaragaman flora dan fauna yang
dikemas dalam produk ekowisata seperti Taman Wisata Kera
Sibaganding dan Aek Nauli Elephant Conservation Camp. Sementara
pengembangan pada Sub KTA Sibisa, difokuskan pada pengembangan
segmen Toba Caldera Resort seluas 59,31 ha (lima puluh sembilan
koma tiga satu hektare). Fokus pengembangan pada fasilitas antara
lain:

a. kelanjutan pembangunan area hotel: hotel keluarga, hotel skala
menengah, resor pantai, dan hotel pantai;

b. pembangunan fasilitas konvensi dan hiburan seperti green MICE
venue, area pendukung MICE, serta area makanan dan minuman;

c. hunian tapak kelas menengah-atas (holiday villa lagoon) dan
hunian tapak kelas atas (branded residence); dan

d. pembangunan wisata buatan taman bertema (theme park) untuk
merespon permintaan wisatawan yang sudah semakin meningkat.

Pada . ..
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